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WALIKOTA PALANGKA RAYA 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERA'I'URAN WALIKOTA PALANGKA RAYA 
NOMOR 30 TAHUN 2020 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR 
PADA DTNAS PERIKANAN KOTA PALANGKA RAYA 

Mer,.imbang 

Men.gingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALANGKA RAYA, 

a . bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 20 
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Neger:i Nomor 12 
Tahun 201 7 ten tang Pedoman Pembentukan dan 
Klasifikasi Caba:ng Dinas dan Unit Pelaksana Teknis 
bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk 
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 
2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Palangka Raya; 

c. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
(UPTD) Perikanan Budidaya Air Tawar pada Dinas 
Perika.."1an Kota Palangka Raya untuk melaksanakan 
kegiatan teknis operasional berdasarkan kebutuhan 
daerah yang telah memenuhi kriteria dan ketentuan 
Peraturan Penmdang-Undangan yang berlaku; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan ::>ebagaimana 
dimaksud pada huruf a , huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Togas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Daerah Perikanan Budidaya Air Tawar 
Pada Dinas Perikanan Kota Palangka Raya; 

1. Undang-Undang Nomor '. 5 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Kotapradj8; Palangka Raya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 
2753); 
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2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambaha.n Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesfa Nomor 5234) sebagaimana tclah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundar..g-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6); I 

5. Undang-Undang Nomor 
1 

23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Ler:ibaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. P(:raturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik I::-1donesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara. Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037); 

8. Peratu~an Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041); 
9. Peraturan Pemerintah Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor 41 Tahun 20_18 tentang Nomenklatur 
Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikman Nomor 
49/PERMEN-KP/2014 tantang Usaha Pembudidayaan 
Ikan (13edta Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 1619}; 

11. Peraturan Men~eri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 415); 

12. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hub.'Ulll Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri 
DPlam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 
2019 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota 
Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2); 

14. Peraturan Daerah Kota Pala.n.gka Raya Nomor 21 Tahun 
2019 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kata Palangka 
Raya Nomor 16); 

15. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 
2019 tent?,ng Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas, 
Fungsi dap Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Palangka 
Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 
Nomor 47); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI 
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 
PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR PADA PERIKANAN 
KOTA PALANGKA RAYA. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kata Palangka Raya. 
2. f>emerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palangka 

Raya. 
3. Walikota adalah Walikota Kota Palangka Raya. 
4. Dinas adalah Dinas Perikanan Kota Palangka Raya. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kota 

Palangka ~aya. 
6 . Sekretaris· adalah Sekretaris pada Dinas Perikanan Kota 

Palangka Raya. 
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya 

disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Perikanan 
Budidaya Air Tawar pada Dinas Perikanan · Kata 
Palangka Ra.ya. 

8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelakr,ana Teknis 
Oaerah Perikanan Budidaya Air Tawar pada Dinas 
Perikanan Kata Palangka Raya. 

9. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha 
pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perikanan 
Budidaya Air Tawar pada Dinas Perikanan Kota 
Palangka Raya. 

10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub 
Bagian Tata Usal1a pada Unit Pelaksana Teknis Daerah 
(U?TD) Perikanan Budidaya Air Tawar pada Dinas 
Perikanan Kota Palangka Raya. 

11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawa i 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 
instansi pemerintah, diangkat oleh pejabat pembina 
kcpegawaian, diserahi t_ugas dalam suatu jabatan 
pemerintah serta digaji berdasarkan Peraturan 
Perundang-Undangan. 

12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 
adalah wa,.rga negara Indonesia yang memenuhi syarat 
tertentu, 1diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil 
Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian 
untuk mendudukan jabatan pemerintahan. 

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok 
jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan 
pelayanan fungs:ional yang berdasarkan pada keahlian 
dan ket,~rampilan tertentu. 
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14. Kelompok . Jabata:n Pelaksana adalah 
jabatan yang berisi fungsi dan tugas 
kegiatan pelayanan publik serta 
pemerintahan dan pembangunan. 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

sekelompok 
pelaksanaan 
administrasi 

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana 
Teknis Daerah (TJPTD) Perikanan Budidaya Air Tawar Dinas 
Perikanan Kota Palangka Raya. 

BAB III 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 3 

(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah 
(UPTD) Perikanan Budidaya Air Tawar Dinas Perikanan 
Kota Palangka Raya. 
a . Kepala; 
b. SuL Bagian Tata Usaha ; 
c. Kelompok Jabatan Pelaksana; dan 
d. Kelompok Jabatan 1'ungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pe!aksana Teknis 
Daerah (UPTD) Perikanan Budidaya Air Tawar Dinas 
Perikanan Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan 
Walikota ini. 

(3) Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 
Perikanan Budidaya Air Tawar Dinas Perikanan Kota 
Palangka Raya memiliki klasifikasi kelas A dengan 
beban kerja yang besar. 

BAB IV 
KEDUDUKAN 

Pasal 4 
(1) Unit Pelaksana Teknis Daetah (UPTD) Perikanan 

Budidaya Air Tawar pada Dinas Perikanan Kota 
Palangka Raya berkedudukan sebagai unsur pelaksana 
teknis operasional yang melaksanakan se bagian tugas 
dinas. 

(2) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perikanan 
Budidaya Air Tawar pada Dinas Perikanan Kota 
Palangka Raya dipimpin oleh seorang kepala yang dalam 
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melaksanakan tugasnya: berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui 

sekretaris. 

BABV 
TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Pasal 5 
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perikanan Budidaya 
Air Tawar pada Dinas Perikanan Kota Palangka Raya 
mempunyai tugas pokok: 
a. menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional 

dan/ atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang 
Perikanan Budidaya lkan Air Tawar sesuai dengru1 
ketentuan Perundang-Unda.ngan; 

b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, 
mengatur, mengendalikan pelaksanaan pengembangan/ 
pembenihan/ Pembibit'ln, budidaya temak ikan air 

tawar; 
c. menyusun program, mengkoordinasikar.., membina, 

mengatur, mengendalikan standar kompetensi 
pengelolan sumberdaya Budidaya Air Tawar; 

d. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, 
mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi 
pengelolaan sumberdaya Budidaya Air Tawar; 

e . menyediakan dan menyalurkan benih ikan yang 
bermutu; dan 

f. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh 
pimpinan Sesuai dengan bidang tugas. 

Pasal 6 
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam pasal (5) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 
Perikanan Budidaya Air Tawar pada Dinas Perikanan Kota 
Palangka Raya menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan kebijakan teknis opersional pengelolaan 

Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar 
Dinas Perikanan Kota Palangka Raya; 

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, 
pengaturan, dan pengendalian Perikanan Budidaya Air 
TE1war; 

c. penyusunan prograrn, koordinasi, pembinaan, 
pengaturan, dan pengend,alian st1;U1dar kompetensi 
sumber daya dan manajemen mutu penyusunan 
program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan 
pengendalian Perikanan Buctida: ra Air Ta war; 
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d b' aturan dan pengendalian . pem maan, peng 
ketatausahaan; dan 

e. pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan 
pelaporan pelaksanaan tugas. 

8A.SVI 
URAIAN TUGAS 

Pasal 7 
( 1) Kepala UPTD Perikanan Budidaya Air Ta war pada Dinas 

Perikanan Kota Palangka Raya n.empunyai tugas: 
a. menyusun rencana . dan program kerja Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Perikanan Budidaya Air 

Tawar; 
b. mengk?ordinasikan dan mengelola UPTD i?erikanan 

Budidaya Air Tawar; 
c. merencanakan kegiatan rna.aing-masing urusan 

teknis untuk ditetapkan sebagai rumusan program 
dan pengembangan UPTD Perikanan Budidaya Air 
Tawar; 

d. memberikan arahan, pembinaan pada jajaran 
petugas Unit Pelaksana Teknis Daera.h Perikanan 
Budidaya Air Tawar; 

e. menilai h:tsil kerja bawahan berdasrkan hasil kerja, 
hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku 
sebagi bahan pertimbangan dalam pe:igembangan 
karir; 

f. memberikan saran dan bahan pertimbangan 
mengenai hal yang berhubungan dengan tugas 
pengembangan/peningkatan produktivitas daerah 
sesuai dengan tu.gas permasala.hannya se bagai 
bahan. pimpinan dalam menjalankan kebijakan; 

g. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan 
berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
serta petunjuk Kepala Dinas; dan 

h . melaksanakan tu.gas kedinasan lainnya yang 
diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. 

(2) Untuk menyeleggarakan tui5as sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Kepala UPTD Perikanan Budidaya Air 
Tawar pada Din.as Perikanan Kota Palangka Raya 
mempuny1;1,i fungsi: 
a. rnerumuskan rencana teknis operasional 

pelaksanaan kegiatan di bidang teknik produksi dan 
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pelayanan teknik Perikanan Budidaya Air Tawar; 
b. melaksanakan pengendalian dar1 pengnwasan atas 

pelaksanaan kegiatan di bidang teknik produksi dan 
pelayanan teknik ikan air tawar; 

c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas teknik 
opersional produksi dan pelayanan teknis 
pembenihan , dan pembudidayaan ikan serta 
pelayanan laboratorium pengujian kualitas 
air/penyakit/pakan/residu; 

d. mengkoordinasikan pe.ngelolaan urusan administrasi 
keuangan, sumber daya manusia aparatur, sarana 
dan prasarana serta kearsipan UPTD; 

e. melaksanakan kerjasama/koordinasi teknis dengan 
jejaring pemuliaan ikan; 

f. mengevaluasi pelaksanaan teknik operasional 
produksi dan pelayanan teknis pembenihan dan 
pembudidayaan ikan serta pelayanan laboratorium 
pengujian kualitas air/peyakit/pakan/residu; dan 

~ 

g. melak:sanakan tugas-tugas la.in yang diberikan oleh 
kepala dinas. 

Pasal 8 
(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD .Perikanan 

Budidaya Air Tawar mempunyai tugas: 
a.. menyusun rencana kegiatan pengeolaan urusan 

administrasi keuangan Sumber Daya Manusia 
aparatur kerumahtanggaan, sarana prasarana, 
kearsipan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 
Kepala UPTD; 

b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan 
sub bagian tata usaha sesuai dengan bidang 
tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar 
tugas segera diproses lebih lanjut; 

c. menyelia tugas bawahan dalam pengelolaan urusan 
administrasi keuangan, Sumber Daya Manusia 
aparatur kerumahtanggaan, sarana prasarana, 
kearsipan UPTD; 

d . membimbing bawahan dalam pengelolaan urusan 
administrasi keuangan, Sumber Daya Manusia 
aparatur kerumahtanggaan, sarana prasarana, 
kearsipan UPTD; 

e. menilai prestasi kerj~ bawahan lingkungan sub 
bagian tata usaha b~rdasarkan hasil kerja yang 
dicapai sebagai bahan pembinaan dan peningkatan 
karir; 
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f. menyelenggarakan pengolahan data, administrasi 
dan kearsipan; dan 

g. rnelaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh 
kepala UPTD sesuai deq.gan bidang tugas; 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat\ (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit 
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perikanan Budidaya 
Air Tawar mempunyai fungsi: 
a. mengelola un1san umum; 
b. mengelola urusan keuangan; 
c. mengelola urusan perlengkapan; dan 
d. mengelola urusan rumah tangga. 

Pasal9 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana 

Teknis Daerah (UPTD) Perikanan Budidaya Air Tawar 
terdiri dari: 
a. penyuluh perikanan; 
b. pengendali hama dan penyakit ikan; dan 
c. pengawas perikanan; 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimarJla dimaksud 
pada ayat ( 1), kelompok jabatan fungsional 
melaksanakan fungsi: 
a. Penyuluhan perikanan; 
b. Pengendali harna dan penyakit ikan; dan 
c. Pengawasan perikanan. 

(3) Keiompok Jabatan Pelaksana pada Unit Pelaksana 
Teknis Daerah (UPTD) Perikarn Lil Budidaya Air Tawar 
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 
yang berlaku tentang nomenklatur jabatan pelaksana. 

BAB VII 
TATAKERJA 

Pasal 10 
(1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang 

menjadi tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kota 
Palangka Raya dan UfYfD disusun standar prosedr kerja 
atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), 
serta Standar Operasional Prosedur (SOP). 

(2) Ketetuan mengenai standar prosedur kerja atau manual 
dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar 
Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan . oleh Walikota berdasarkan 
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Peraturan Perundang-Undangan. 
(3) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Dinas 

Perikanan Kota Palangka Raya dan UPTD wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi 
dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing 
maupun antar satua.n ' organisasi di lingkungan 
pemerintah daerah atau dengan instansi lain di luar 
pemerintah daerah., sesuai dengan tugas dan fungsi 
masing-masing dan menerapkan asas umum 
Penyelenggaraan Negara. 

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas 
Perikanan Kota Palangka Raya dan UPTD wajib 
mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, 
rnernbimbing serta memberikan petunjuk bagi 
pelaksana tugas bawahannya apabila terjadi 
penyirnpangan agar mengarnbil langkah-langkah yang 
diperlukan sesu,,d Peraturan Perundang-Undangan. 

(5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas 
Perikanan Kota. Palangka Raya dan UPTD wajib 
mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung 
jawab kepada tasan masing-masing dan menyampaikan 
laporan secara berkala tepat pada waktunya dengan 
tembusan kepada satuan kerja organisasi lain secara 
fungsional mempunyai hubungan kerja. 

(6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan stuan kerja 
dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai 
bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan 
untuk rnemberikan petunjuk kepada bawahan. 

(7) Dalam rangka pernberian bimbingan kepada bawahan 
masing-masing setiap pirnpinan satuan kerja wajib 
mengadakan rapat berkal~. 

(8) Dalam hal pimpinan satuan organisasi d~. lingkungan 
Dinas Perikanan Kota Palangka Raya dan UPTD 
berhalangan maka tugas, pimpinan satuan organisasi 
diraksanakan o1eh pimpinan satuan organisasi setingkat 
dibawah nya. 

BAB VIII 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 11 
( 1) Kepala UPTD Perikanan Budi Daya Air Ta war Kepala 

Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan 
Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Walikota 
atas usulan Sekretaris Daerah; 
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(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
wajib me.ngikuti standar kompt :tensi teknis di bidang 
Urusan Pemerintahan yang ditangani yang sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; 

(3) Kepala UPTD merupakan jabatan Eselon IV.a dan 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupaka11 jabatan 
struktural Eselon IV.b; dan 

(4) Pembinaan kepegawaian di lingkungan Unit Pelaksana 
Teknis Perangkat Daerah dilakukan oleh Walikota 
sebagai pembina Pegawai Negeri Sipil. 

Pasal 12 
Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan 
kepegawaian di lingkungan Unit Pelakscma Teknis 
Perikanan Budi Daya Air Tawar diangkat dan diberhentikan 
oleh pegawai yang berwenang sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB IX 
PEMBIAYAAN 

Pasal 13 
(1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pokok 

dan fungst Unit Pelaksana Teknis Dinas bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya 
serta sumber-sumber lai~nya yang sah sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kata Palangka Raya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dan ditetapkan 
melalui Dokumen Pelalc.sanaan Anggaran (DPA) pada 
Dinas yang membawahi Unit Pelaksana Teknis Daerah 
dimaksud. 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 
Pada saat Peraturan W alikota ini mulai berlaku, maka 
Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2019 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas, Fungsi dan Tata 
Kerja Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perikanan 
Budidaya Air Tawar pada Dinas Perikanan Kota Palangka 
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Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 
4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 15 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengeta.huinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan W'alikota 1m dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya. 

Diundangkan di Palangka .Raya 
pada tanggal 11 Septe mlJer 2020 

Ditetapkan di Palangka Raya 
pada tanggal 11 Sep t emb,1r 2020 

RIN 

SEER~=--:~:=:=~~~

7

RAH KOTA PALANGKA RAYA, 

YU 

" '.=;r,.P..~, 

BEF'.ITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020 NOMOR 29 



LAMPIRAN 
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA 
NOiviOR 
TENTANG 

30 
..,._.TTTT,T ,-.,.r-,."""f""\. 

1 J-\.nUl'I :L:V.L;V 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, 
FUNGSI CAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 
DAERAH PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR PADA 
DINAS PERIKANAN KOTA PALANGKA RAYA 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERP-..H PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR 

PADA DINAS PERIKANAN KOTA PALANGKA RAYA 

KEPALA UPTD 

I KEPALA SUB BAGIAN 

I 
I 

TATAUSAHA 

KELOMPOK .;; .. BATAN 

FUNGSIONAL 

ANGKA RAYA, 


